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PERKEMBANGAN BANTUAN HUKUM *

Gﬁehmmyana W.. Kzﬁsuméh -

_ '.-Keﬂ}giatézﬁ'héntuan hukem adalah seranz sntok
mengedepankan peranan dalam konteks sesial
yang ! tidak mungkin diwujudkan melaiui orga-

Duniz Ketiga yang sedang berusaha mengejar
ketigpalannya masih diternui berbagal kendala:
dasar yang muncel dalam multi dimensi, Me-
Eahi;i};'-karangm ini, p#hulls mengulas per-
kembangan bantuan hukum yang akbir-gkhir
ini marak dalam @erkembmganﬂyﬂ, bmk seeara'
kuanms&xf maupun E&uaisgataf '

Perkembangan Umum

Pembangunan yang tengah berlangsung di Negara-negara Dunia Ketiga untuk
mengubah realitas keterbelakangan, kemelaratan dan ketidak adilan dengan
pelbagai modelnya masih dihadapkan pada sejumiah krisis dasar yang muncul
dalam aneka ragam bentuk : keumpangan-ketampangan struktural, kemiskin-
an” rakyat, keterpasungan ‘pelanggaran demokrat'ik berkembaﬂgnya
“kebudayaan bisu”, kejadian pelanggaran prinsip-prinsip hak-hak asasi

manusm yang dijamin oleh konstitusi dap sebagainya. = -

Sebagiau dari kondisx-kenézsx yang melahirkan memngkatnya tuntutan -

rakyat atas keadilan. hukum. dan keadilan osial itu juga dialami oleh Indonesia

dan pada gilirannya memperoieh respons- baik dari kalangan pemerintah

maupun kalangan non-pemerintah mulai berkembang upaya untuk felakukan
kegiatan yang bertolak dari pemikiran ulan atas asumsi dasar perspektxf dan
teori tentang pembangunan yang konvensional.

Dalam konteks inilah bantuan hukum sebagai suatu pranata hukum dan

pranata sosial tumbuh pesat terutama pada akhir iahun 1970-&:1 sebagalmana: o

yang bergambar dalam tabel di bawah ini :

-
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Huicum dan Pembangunan

Organisasi Bantuan Hukum di Tndonesia!

Tahun Berdiri Jenis Organisasi ~Banfuan Hukum
Universitas Non-Universitas Jumlah
3 | . Y SRR Sy
200 14 e e

24 {ncgeﬂ)
| 00 . 284

30 (swaéta)

Angkazﬂ{} berdasarkan perkiraan atas dasar ketemgan-keteranga& resmi be-
berapa pusat organisasi bantuan hukum di Jakarta.

I

- dankini telah mempunyai cabang di 27 propinsi; -

Peta perkembangan bantuan hukum dewasa ini dapat pula digambarkan
sebagai berikut ;

I,

Lembaga-lembaga bantuan hukum di lingkungan Yayasan -LBH?
Indonesia yang dalam kurun waktuy 10 tahun telah mempunyai 13

. cabang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakrta, Surabaya, Medan, -
. Padang, Jambi, Palemba

g, Manado, Banjarmasin, Ujung Pandang; -

. dan Jaya pura serta pos-pos di daerah-daerah lain.

Lembé’ga—!émbaga pembéri bantuan hukum di.lingkts'n_gan Golongan

Karya? yang terdiri atas :

a.Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Golongan Kai’yé yang "
didirikan oleh Yayasan Pemerataan keadilan pada bulan Mei 1979

o b.-_'Organisasi-organis_asi bantuan hukum di lingkungan Trikarya

(MEGR, Kosgoro dan Soksi) yaitu : LBPH Kosgoro, LKBH Tri-
sula/Soksi, dan BPKH MKGR: S

'Data ini merupakan gabungan data yang tercatat oleh Program Penunjang Bantuan Hukum
Indonesia LXUI, 1980 dan cacatan sendiri, 1980, ’

2 Lihat : Abdurrahman, "peta Perkembangan Bantuan Hukum &i Indonesia”, Makalah pada
Lokakarya Strategi Pengembangan Bantuan Hukum, diselenggarakan oleh Yayasan LBH.
Indonesia Jakarta, 23-24 Oktober 1984, :
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.c.-Organisasi-organisasi bantuan hukum di Imgkungan PEPABR}
" Warga Jaya”, Angkatan ‘45 dan sebagainyva.

Y :-Organisasi organisasi bantuan hukum di lingkungan fakueltas hukum
iniversitas negeri (tercatat 24 organisas)) dan fakultas hukum swasta
seknar 17~ 20 orgamsas;),

v, OrgamsaSL organisasi bamuan hukum vang berkaiian dengan kelompok-

" kelompok kepentingan seperti : LPBH HET] (Tani}, Tim Bantuan

“Hukum PBSI, LBH Wartawan, LKBH Wanitan dan Keluarga, LEH

“PERPIN (Pengacara ?rakiek}, LKBH Perwan, LKH {Muhammadaym
h) dan sehaoamya :

V. Organ:sas; -ofganisasi baﬁtuan hukum iain seperii: K8BH, KPBH,
+LBHRI, LKXBH ”J__ust_ma" dan sebagainya, : o

Sejumlah faktor. yang dlpandang memgengarum perkembangan. kuamx—___
tatlf dan kualitatif orgamsasz banmah hukum ity, antara lain?:

N ?er’tama,'penyeleriggafaan bantuan hiakum secara resmi telah ditetapkan
~ baik dalam GBHN 1978, 1983, 1988 maupun Pelita 11, IV dan V sebagaz_
" “salah satn ussha dan pembangunan hukum, Bantuan Hukum j juga secara.
~ resmi d;anggap sebagai realisasi jalur pemerata.aﬁ keadilan dalam strategi -
© peémerataan. Secara operasmoai melalui Dirgktorat jendral Pembinaan
* Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman telah disaiurkan dana
bantuan hukum, yang kemudian pada tahun 1981 diikuti oleh penyaluran
_dana melalui BPHN Departemen Kehakiman ke fakultas-fakultas hukum
““‘negeri. Sejumlah pemerintah daerah pun memberikan dukungan finan-
s:al kepada beberapa 0rgamsasx bantuan hukum

Kedﬁa, bag1 kalangan profesi hukum vang sejak awal Orde Baru baru

saja menegakan ideologi Negara Hukum, kegiatan untuk melembagakan
~bantuan hokum merupakan tindak lanjut dari "kemenangan” yang di-

‘capai'setelah terbentukava Undaﬂg Undang Pokok Kekuasaan Kehak;—
©man tahun i970 .

: .Keﬂga semakm menmgkatnya jumlah’ luiusan fakulias hukum di
-~ Indonesia yang ditkuti oleh tuntutan pad satu pihak untuk memperlihat-
kan profesionalisasi vang tinggi dan pada satu pihak untuk memperlihat-
kan profestonalisasi yang tinggi dan pada pihak lain untuk menampilkan
segi-segi pelayanan {pengabdian) pada masyarakai. Pelembagaan

3 Lihat - Mulyana W. Kusumah, "Pola Kegiatan Bantuan Hukue Struktural”, Makalah pada
Hursus Dasar Bantuan Hukum PPRHI - LKUI, Juli 1984,
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. bantuan hukum di kalangan perguruan tinggi nampaknya dapat sekaligus
~ menjadi sarana untuk mémenuhi tuniutan ity L :

.. Beempat, kegiatan bantuan hukum dapat berfungsi sebagai suatu "sayap;

_____ .+ kegiatan” yang menghubungkan sosial-politik tertentu dengan massa atan
dengan perkataan lain untuk memperlas spekirum peranan yang di-
tempati kekuatan sosial polilik tertentu. Dengan begitu, banyak organi-

- :.gasi politik yang mendirikan organisasi bantuan hokum; o

- Ke lima, kegiatan bantnan hukum dapat merupakan suaiu sarana untuk

‘_,mgpgédgpankgnj peranan dalam konteks sosial dewass ini yang tidak

- mungkin diwujudkan melalui organisasi sosial yang ada. Kelompok-
kelompok "independen” mencoba memperlihatkan identifasnya melalui

+kegiatan bantuan hukum;

Ke enam, proses pembangunan teah menimbulken séjumlah masalah hukum
“bahkan konflik hukum,
Dengan demikian, kegiatan bantuan hukum memang dibutuhkan oleh kalang-
an masyarakat - khususnya golongan tidak mampu dan buta hukum - dalam_
menyelesaikan konflik-konflik hukum vang dialami. ' B
Sebagai hasil kenaikan intensitas perjuangan untuk menegakkan "Negara
Hukum ” gejala tersebut diatas memang dapat dipahami, Prof. Daniel 8. Lev*
mengemukakan bahwa argumen-argumen "Negara Hukum” bangkit dengan
cepat baik sebagal reaksi terhadap Demokrasi Terpimpin (suatu saat ketika
hukum hampir mati lemas oleh patrimonialisme yang tegas) dan karena
pcngadilaﬁepengadilan sebagai lambang versi yang berkembang dari negara
hukum kembali mendapat banyak perhatian. ' B

‘Dari sudut pandangan lain, perkembangan tersebut dapat pula dilihat
sebagai berikut : - wE /

"Salah satu konsekuensi logis dari hubungan-hubungan antara proses-
proses budaya dengan stuktur-stuktur yang metahirkan ketidak adilan sosial

-adalah - dengan beberapa perkecualian dan penyimpangan - bangkitnya
sejurnlah pranata yang menyandang dan memainkan peranan-peranan
ambivalen yang secara ideologis - sebagian besar hahkan hanya terbatas
pada permukaan dan ritualisme verbal belaka - berorientasi pada peme-
rataan dan penegakkan keadilan, atau mungkin pada reformasi dan trans-

“formasi stuktural, namun beroperasi secara konformis dalam tatanan
masyarakat vang mapan dan melaksanakan penyesuaian-penvesuaian
konsensual pada tingkat kegiatan terorganisasi”s

* Uraian febih luas tentang hal ini, likat : Daniel . Lev, “Judicial Authority sad the Struggle
for an Indonesia Rechistaat”, Law and Soclety, 13, Fall 1978, halaman 37 dst.

; Mulyana W. Kusumah, “Bantuan Hukum Strukioral dan Usaha-usaha Pcugorganisasi_annya :
Kearah Pelembagaan Partisipasi”, Makelah, Okiocber 1681,



‘Di samping itu dari sudut pandangan :para -pemegang-kekuasaan;

_ orgamsasx organnisasi ini - apalagi dengan keserbaanekaan asal-usul dan kee

binekaan aspirasi - tidak dianggap mengancam status quo, bahkan dalam
banyak:hal mampu berfungsi melokalisasi konflik stuktural untuk tidak ter-
angkat sebagaa xonflik politik skala nasional melainkan hanya di tingkat lokaly:

mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan hukum golongan disprivilese, bahkan: .

membendung gejolak. sosial .dan ‘menciutkannya-sebagai konflik hukum.

: ._Orgamsas; organisask ini ~ . selama tidak menonjolkan dimensi politik: bercorak_
opposan ~ietap diakui karena tidak dxanggap mengganggu pelestarian proses.’:- o

budaya dan kekokohan struktur- struktur ,fang menguntungkan ehte-ehta yang _ A
berkuasa. '

kan sebagai bagian dari-aktifitas di bidang hukum uniuk menghadapi pro-
blem sosial tertentu sebagaiman yang dzragakan oieh Prof Dr. Sampto Ra-
hardjo, SH sebagai berikut . « . B : & _ :

Badan antara masalah hukum dan probiem sosza.l

Masa]ah hukum ?roblem Soszai

1.#Peradilan yang ‘cepat, murah” " Y. Ketidak sesuaian antara permin-
.-dan.sederhana.. Eate taan/kebutuhan warga negara
dan fasilitas pengadilan. :;:
2. Pembentukan pengadﬂan . 2. Peranan pemerintah vang
__:admmastrasz Naarsf) _ ©semakin besar dan voiume pe-.

— kerjaan seria campurtangannya

" vang semakin besar pula me-
mmbuikan kebutuhan akan cara-
cara pengendalian yang baru.

3. Pemberian bantuan hukum. 3. Kepincangan sosial yang teruta-
ma bersumber pada pertumbuhan
ekonomi masyarakat. :

4, Pengembangan bidang : . R
~ ekononii. ' 4, Proses pembangunan ekonomi
: membawa interaksi vang semakin
intensif antara sektor kehidupan
“individu dan publik, vang berarti -
pula timbulnya lebih banyak .
keduanva '

¢ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubshan Sesial, (Bandung : Alumni, 1979 halaman 41-42.

‘Perkembangan orgamsa51 bantuan hukum ini mungkm pula dapat duekas- e
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Perkembapgan -K@nsepguas o

- Bola Dasar Bantuan Hukum di Tndonesia sejauh ini belum diruamuskan

baiksecararesmi (oieh Pemermtah) maupun melalai pertemuan—pertemuan-.
ilmiah®

' - Dalam uraian selanjumya akan diketengahkan pelbagai pola pengembang-'

.an kelembagaan bantuan hukum maupun: perkembangan konseptual di bidang-

bantuan hukum sebagai berlkut ;

1 Pola Pengembangan Qantuan Hukum.
i{dalam kerangka implementasi konsep bantuan hukum sturuktural ) oleh
v LBH-LBH:di lingkungan. Ydyasan:LBH Indonesia® : '
- Bantuan hukum stuktural sebagai suatu konsep vang dikembangkan dan’
dicoba di terapkan dalam dalam lebih dari ima tahun terakhir pada dasar-
nya bertolak dari pemahaman mengenai

Pertama, realitas pohmk ekonomx dan 5031ai yang terdapat daiam
masyarakat;" L

K_edua, kondisi-_kondisi dasar serta adinamika intern sistim hukum nasional;

Ketiga perkembangan dan perubahan tuntutan rakyat untak memperoleh
keadxlan. :

Kerangka pemxklran yang terkandung di daiamnya beronentasx pada
penciptaan realitas pohtak ekonomi dan sosial vang adil sesuai dengan Pan-
\ casﬂa dan D’UD 1945 perwujudan negara hukum dan masyarakat berkeadilan
sostal tempat siilai-nilai hukum’ dan hak-hak asasi manusia di bidang politik,
ekonomi dan sosxai duunjung tinggi serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
hukum' rakyat" :

Dalam bentuk lain. chkenai pula beberapa pezmkiran dalam kerangka
pengembangau banman hukum .stroktural ini, antara lain :

? padatanggal 8-11 September 1982, Badan Pembinaan Hukum Nasional pernah menyelengga:
rakan Lokakarya "Penyusunan Pola Dasar Bantuan Hukum”. Namun rumusan final Lokakarva
tergebut hingga saat ini nampakoya belum disusun, sebagai bahan bacaan Lihat Mulyana W.
Kusumah “Pola Pasar Bantuan Hukum”, Kerias Kerja pada Lokakarya itu.

} Likat Miz!yanaw Kusumah, "Bagtuan Hukum Struktural : Beberapa Catatan Kritik”, Makalah
pada Lokakarya Strategi Pengembangan Bazntuan Hukum di selenggarskan oleh Yayasan LEH
indonesaa, Jakarta 22324 Oktaber 1984,

9Tenxans hal ini, #ihat : Rumusan Lokaka:ya Terbatas tentang Bantuan Hukum Strukioral, 1982
serta T, Mulya Lubis, "Pola Dasar Bantuan Hukem Stroktural , Makelah pada Lokakarya Ter-
batas Bantuan Hukum Struktural”, 1282,

Lihat juga, Mulyana W. Kusumah, "Pola Kegiatan Bantuan Hukum Struktural”, Makalsh pada
Kursus Dasar Bantuan Hukem [1], PPBHI - LEUL, Juli 1984 .
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1. ’I‘entang tujum bantuan hukum: sluktura}“' N

Abdul Hakxm G. Nusantara“membagl tu_]uan ini men;adz t!.uuan akhlr dan
tujuan antara, yakm - ST TS S S - I

’i‘uguan akhn‘

a. Meu u__mdkan poia hub_ungan sosxai yang adﬂ tempat peraturan hakma danu

menyedxakan prosedur—prosedur dan Iembaga—iembaga tempat dlmana :

setiap kelompok sosial dan atau individu dapat memperoleh jalan masuk.

untuk mempengaruhi ddn-ikut menentukan setiap képpuiusan-politik yang*

berkenaan dengan kepentmgan mereka khususnya yang bernubungan
“'dengan alokasi sumberdaya—sumberdaya ekonomi. B

Tajuan Antars ;

a. Menumbuhkan sxkap ke andman golongan masyarakat rmskm sehmgga
““meéreka sendiri dapat merumuskan, menyatakan, mengorgamsaszkan, mem-
perjuangkaﬂ dan mempertahankan hak-hak dan kepentmgan mereka se-

“ bapai-yang diakui secara de yure oleh U‘JD 1945 A - '

b.. Mengembangkan lembaga-lembaga’ pendukung bagl usaha-usaha untuk ’
:-memngkatkan efektifitas pelaksanaan hak-hak golengan miskin.® ©

c. Menciptakan kondisi awal yang mendukung usaha-usaha untuk mengada-
“kan pembaharuan hukum yang tanggap terhadap kebutuhan hukum::;_
'_:':golongan masyarakat miskin. . _

2. Tentang Sifat Bantuan Hukum Struk'iﬁr.ai.:

T. Mulya Lubis?mengemukakan beberapa sifat bantuan hukum stuktural,
antara lain : mengubah orientasi bantuan hukum dan urban menjadi rural,
bantuan hukum bersifat aktip, mendayagunakan pula pendekatan ekstra legal,
memfungsikan bantuan hukum scbapgai gerakan yang melibatkan partisipasi
““zakyat banyak {fasilitator), kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial lain,

10 Terdapat banyak tulisan mengenai hal ini, antara lain Adnan Buyung Nasution, Bantean Hiu.
kum 4i Tedonesia [Jakarta :: LP3ES - 1981), jvga lihat beberapa makalah T. Mulya Lubls,
"Bantuan Hekum di ASEAN" 1982, hal. 5 dst; serta beberapa tu!:saﬂ 1ain.

H Abdul Hak:m aG. Nusamara, "Pengorgamasxan Kegzatan Banwan Hukum dalam rangka Op-e—
rasionalisasi Kozlssp Bantuan Hukum Struktural, RMakeleh pada Rakernas LBH se indonesia, 1982

1 Mulya Lubis, op. cit
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mengutamakan kasus-kasus struktural; mempercepat.-terciptanya.respﬂnsivé_
. law yang menunjang perubahan s;truktur?i._ .

3. Teniéng_ﬂzxewasi Bantuan Hukum Strakturaf;

Dalam sebuah tulisannya, Adnan Buyung Nasution*menulis bahwa ‘pada
 tingkat operasional bantuan hukum strukural akan menjangkan wilayah pe..
de n perkotaan, pemilihan selektip dalam pembelaan yakni pada kasus-
 kasus yang menyangkut kepentingan kolektip masyarakat dengan cara-cara
vang lebih ‘aktip dan program-program yang lebih jelas berorientasi pada
kepe_n_tingan~kepentingan lapisan bawah, seperti pendidikan hukum masyara-
; katy penyadaran buruh;,:tani, nelayan serta program-program-yang telah di-
- idéntifikasikan sesuai: dengan kebutuhan golongan miskin. 500 oo

entaf'siaié_';Akiifi#aé Bantuan Hukum Struktural :

" Aktifitas bantuan hukum struktural yang telah di rumuskan antara lain
meliputi : A structug ;

a. Penyadaran dan pengorganisasian masyarakat;
- Kampanye pers dan kerjasama dengan wartawan yang lain; ..

lengusahakan partisipasi klien yang optimal dalam penanganan perkara

d.” Menggali, membuat nyata dan niéhgariéiiéé kasus{icésp{{ @elanggaranke_
adilan yang belum manifest; s
e.: Mengusahakan kerjasama dengan kekuatan yang ada dan tumbuh di ma--

syarakat, diantaranya tokoh informal, baik individual maupun kolekiif.

_ Dengan melihag latar belakang pemikiran, orientasik sifat dan ruang
lingkup kegiatan dalam kerangka bantuan hukur struktural tersebut di atas,
maka dapat diberikan ragaan tentang konteks maipun roang gerak bantuan
hukum stuktural sebagai berikut!4 ;

= Adnan"ﬁuyung Nésutiqri,; '_"%C}eij.akan'-Bantua.n Hukum di ﬁndqnesia + Menuju Implementast
Bantuan Hukum Strukieral”, Makaiak pada Karya Latihan Bantua_nﬂHu_k_um,_ 1982,

" Muiyana W. Kusuinah, "Pola Kegiatan Batituan Hukem Struktural” Makaiah pada Kursus
Dasar Baniuan Hukum [} PPBHI ~ EKUIL Juli 1984, o e
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Bidang
. B - Heterli-
polskeos ] Y P
“Perkembang-  *Bantian+ - -keadilan sosial -
afl "dan:péru i Hﬂkum Gt '--':(socia} jug- - ; IR S
‘ubahanitun< 7. Struktural = cootice) yalen oo Proses- Pengembangan
.Itutan yakyats oot ot oustukturs o o PIOSES . - sumber: aaya
e sStukturpon’ Teor o Sosial .
L ditik, ekosn s POlitik i
adilan:: nomi dan :
e 4 sosialyang . o
% adil sesual
: Avciaer e e dengan-Panca-
Kon e s L s sila dan UUD 19435,
dasar serta S el Menegakkan Proses-  Pelayanan
. keadilan hukum . proses . hukum. |
(legaljusti-. . Rukum .o -
.ce} gesua;. . 4 :
dengap gita-
cita Negara
Hukum,

Ruang lingkup kegiatan yang pada pokoknva dapat dikelompokkan ke
dalam dua’ bidang itn menunjukkan sifat’ terpadu bantuan bukum stmkmrai
yang merangkum kegzatan kegxatan” e :

Bantuan Hukum Preventlf (Preventwe fechtshulp),

Bantuan Hukum Diagnostik (diagnostik rechishulp);

Bantuan Hukum Pengendalian Konflik (conflictregulernde-rechishulp); =
Bantuan Hukum Pembentukkan Hukum {rechtsvormenderechishulp).

Ao oW

Usaha untuk memadukan ke tiga sifat kegiatan itu jelas memeriukan
banyak svarat-yang harus dipenuhi: kematangan konsep sehingga tidak sulit. "
dipperasionalkan,-prasarana,- ergamsasz, knahtas prof&swnal kemampuan_ :
znalisis dan sejumiah persyaratan lain. :

Di samping itu, bidang keteriabatan yang tsdak hanya d; daiam proses»
proses. hukum melainkan seringkali di dalam proses-proses sosial politik
seringkali menghadapkan organisasi bantuan hukum yang mencoba menerap-
kan bantuan hukum struktural pada kendala-kendala yang berat seperti : ke-

By, Schyut, K. Gronendijk en B. Sloot, De Weg Mazr Het Rechit, 1576, sebagaimana dikutip
oleh Soerjeno Scskanto, "Pengkajian terhadap ?enyuiuh Hukum", Makelab pada Lokaxcarya
Pengkajian Strategi Pemerataan Keadilan, LEUI, 1983,
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panjangan ""power bloc” di tingkat lokal, prasangka politis bahwa kegiatan -
menyebabkan instabilitas, sengketa dengan birokrasi pembangunan dan -
-sebagainya. =~ S . e
Pendekatan yang disarankan dalam kerangka bantuan hukum strukiural
© seperti cara-cara pro aktip, secara-optimal melibatkan peras serta individy/
“wrkelompok sasaran dalam proses penanganan dan penyelesaian kasus, lintas
disiplin, terpadu'sebagai dialog penyadaran dan sebagainya nampaknya belum
-belum:secara maksimal terlaksana sebagian oleh karena belum adanya mekz-
nisme keria yang memadai, sebagian lagi di latarbelakangi oleh belum ter-
internaslisasinya konsep dan pola kerja bantuan hukum struktural,
.- Sifat pro aktip seringkali di hadapkan batasan-batasan etika profesi, ke-
terlibatan kelompok sasaran dalam penyelesaian kasus tak jar ang justru bex.
tentangan dengan harapan peranan yang dibebankan pada pekeria bantuan
hukum, lintas disiplin terbentur pada ketiadaan koordinasi, dialaog penyadaran
seringkali terputus tindak lanjui atan tanpa kerangka pengembangan lebih -
“ Di‘luar itu, peranan organisasi bantuvan hukwm untuk mewujudkan’
bekerjanya sistim hukum yang adil seperti yang terkandung dalam gagasan -
bantuan hukum strukiural, atau lebih jelas lagi sebagai sarana pembaharuan °
hukum memang terbatas, oleh karena seperii dikemukakan oleh Kalman
Kulcsar : R .

*.i.. changes in.the law.in the last resort depend on changes ini socio-

.. economic conditions which, however, generally act in an indirect way-. -
through a number of mediations on the normative and organizational
system of law. Political conditions appear as the most important ele-
men of this mediationts: - R g

Pola Pengembangan

Pembahasan fem:ang pola pengembangan bantuan hukum memerlukan
pemahaman paling tidak terhadap :

Pertama, Konsep dan kerangka pemikiran yang melandasi kegiatan itu, ter-
masuk ke dalamnya perspektip dan paradigma-sekiranya memang tak pernah
ada dan jelas-, yang menentukan pilihan-pilihan strategi yang dijalankan ojeh -
organisasi bantuan hukum, e ' : :

Kedua, stategi-strategi yang dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu,
model-model implementasinya serta fungsi setiap kegiatan dan hubungannya
dengan kegiatan lain dalam kerangka strategi tersebut,

' Kalman Kulcsar, "Ideological Chage and the Legal Strukture”, dalam Internatienal Journai
of the Seciology of Law, 8, 1930, hal. 63.



Keinga, pendekatan teknik dan metode yang relatif baku yang dipakai dalam:
; aktu terwmu sebaga: baglan dan operasxonahsasa Vang telah dlpii; c

%eempal hasxl hasﬁ evaiuasx dan- momtormg, baxk atas strategl (Hli berarn :
pen,laxan at
pelbagai tingka__ pencapalan tujuan)maupun terthadap program {dalam bentuk
evaluasi buili=in pada saat program berjalan; juga ~ berdasarkan kriteria dan
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eberhasxlan atau ketidak keberhasilan suatu strategi pada .

mdxl\ator yang diteniukan evaluasi untuk mengukur tingkat pencapaian tuguam o

tujuan dalam program)

; Sebagax bahan ;}erbandmgan suatu pola kegiatan telah disusun oleb Tim .

'Pén}usu'n Poia‘“Da"ar Bamuan Hukum Babinkumnas dua tahun yang lalu T

tang ;ﬁafnuan Hukum : Per_keﬁﬁﬁﬁgam Organisasi dan Kegiatxaﬁ B_ahtuah
Rapat Kerja Nasional Lembaga Bantuar Hukum se Indonesia, 25-27 Ok-

- AMDA MEMBUTUHKAN BUKU
- ‘DAN PENERBITAN HUK

'-Kebetu!an ‘Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di
\ kom ana’a, paa’ahm‘ anda amal memeriukann va.

' 'Hubung: kamz dengan sumt a‘an serrakan perangko balasan L

" didalamnya.... .

_Kami akan segera membanty anda e
- duta Usaha
. Majalah

31 Clrebon 5 Teip {Ozi) 335432 Jakarta Pusat

W /




Yag o Hukwm dan Pembangunan.

_JEMISKEGIATAN = TUJUAN

3 4
I .Pelayanan . - ... _.&..Penanganan - . .:'1'.:-;T.e.g1indungnya'-':A-“—i’
AT Vi : cowiPerkdras o J'.kepentinganz golong-
- b.:Konsultasi:~ -« 2+ an masyarakat ‘yang
~~~~~~ Hukum : TN ktzrang mampu secara

2. Terpenuhmya hak~

wvhak danvkebutuhan

- - *sosial; ekonomi & po-
titik golongan masya: -
rakat vang kurang

TRAMDL.
2 Pengembangan a. Pendidikan dan a. Pembinaan tenaga
sumberdaya latihan ... baptuan hukum.
. Hukum. \ U774 g .|
“hy Peﬂyuluhan/ N\ Ménumbuhkan, -me_«-
P enya‘*a‘_??ﬂ ningkatkan & mem-
Hukum, bina kesadaran ma-
-+ Syarakat, -aparat pe-
merintah & penegak -
_ hnkum
c. Péﬂgﬂmbanéan s ' Penmgkatan
& Komunikasi-ga- 20" pemahliaman &
gasan penunjang penyebarluasan
Y e el Eagasan baniuan
- el Yo P
3 Pengembangan a. Pengembangan a. Tersedianya fasilitas mi-
Prasarana dan © ~ “sarana pisik® -'.--"namal untuk keglatan '

" b. Pengembangan  b. Peningkatan sistim
""" sarana bantuan pencatatan dan pe-- |

hukum laporan kegiatan ban-
tuan hukum. '

Penyusunan ba- a, Tersedianya sarana -
~han Pustaka da- = kepustakaan yang da-
" sar hikum & hak  pat dijadikan
asasi manusia. pedoman,

4 Pengemb : nga
Bahan Pustaka’ '




.¢... Media tukar menukar.
‘. informasi & gagasan.

:“Menge

. 'ngumpulkan dan

mengklasxﬁkasn
.sumberz 7%

~“Evaluasi.

3 Mengetahu_ kebmuh-:;_

warga masyarakat da-
pat memperolehnya.

| -c_,"...Do_umenaasx & ~ c:____Mengetahu: me-
Penuhsan Kasus : ngumpulkan & meng-
: ifikasi kasus
%k memperoleh
gambaran
um & menyusun
- penanganan

_perbleh_ masukan
' ~penentuan arah

.“Monitoring dan

teman Kehakiman) se uh' m

anwarga ma yarakatﬁ-”" o
yang harus dilindungi -
nukum, & bagaimana .
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Bentik Kegiatan ~ Pelaksan " Dasar Hukum/

"Kebijaksanaan

*  Pengacara ditunjuk SK Menteri Kehakiman
...Pengadilan . No. M. 02. UM. 09.08
. ‘noecsdtahun 1980,

: ;SK Menteri” Kehakiman~
n  No. M. 01, UM. 68, 10~
fakultas hukum negerl tahun 19817

Konsultasi- Banman -+ Perorangan, organisagi - SK. Menteri Kehakiman
dan Pany‘uiuhan':f 7 ‘dalam © wadah' pusat” No. M. 11. PR 07. 08
Huku S Hukum 'masyatakat “tahun 1983 tanggal 21
Fedas e Okyober 1983 dan SK
- Menteri Kehakiman
“'Ne. Ci. UM. 06. 02 -
1984, tanggal 29 Mei 1984
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